
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, TambahanJh 
Lembaran Negara Nomor 4339); ;f 1 

a. bahwa perangkat daerah yang memiliki spesifikasi 
teknis dibidang pelayanan umum berpotensi untuk 
dikelola melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD}. 

b. bahwa penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang akan 
menerapkan PPK-BLUD harus dilakukan secara 
selektlf dan cennat 

c. bahwa untuk menjaga transparansi dan 
obyektifitas serta untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas tim dalam rnenilai usulan 
penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD}, perlu 
ditetapkan suatu pedoman yang dapat digunakan 
sebagai instrument penilaian. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bomban.a 
tentang Pedoman Penilaian Penetapan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Bombana 

BUPATI BOMBANA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

•• 
TENTANG 

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN 
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN tn.lUM DAERAII 

DIKABUPATENBOMBANA 

PERATURANBUPATIBOMBANA 
NOMOR: :i,{;, TAHUN 2015 

BUPATI BOMBANA 
PROVINS I SULA WES l 'fENGGARA 



l _ 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana; / n I 
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bombana; f'Z 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG 
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN POLA 
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH (PPK·BLUD) DI KABUPATEN 
BOMBANA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara N omor 4616); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian l.JJrusan Antar Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4 737); 

14. Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif 
dalam rangka pengusulan dan penetapan Satuan Kerja 
Insta.nsi Pemerintah untuk: menerapkan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umurn. 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 
tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 
Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015; 
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BAB IV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 4 
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana. 

BAB III 
PEDOMAN PENILAIAN 

Pasal 3 
Pedoman Penilaian Penerapan Pola pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan 
Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Bombana sebagaimana tersebut 
dalarn Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BABII 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(I) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Penilai 

dalam melakukan penilaian atas usulan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD 
yang akan menerapkan PPK-BLUD. 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun instrument penilaian 
bagi Tim Penilai sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta untuk 
menjaga obyektifitas, transparansi dan kualitas penilaian. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana; 
5. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Bombana; 
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sclanjutnya disebut 

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Born ban a; 

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut 
BPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan clan Aset Daerah Kabupaten 
Bornbana; 

8. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Bombana kepada masyarakat yang meliputi 
pelayanan medik, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan administrasi 
manajernen; 

9. Pola Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
Ileksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah 
pada umumnya. 

... ... 
, 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 't-b TAHUN 2015 

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY, SE, M.Si 

SEKRETARIS ~UPATEN BOMBANA 

--· ~~ ---- 

Diundangkan di Rumbia, e pada tanggal ~$ ~· 2015 

Ditetapkan di Rumbia, 
Pada tanggal 1 03 jll-1-1/ 2015 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bombana. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, khususnya pasal 68 dan pasal 69 mengamanatkan bahwa instansi 
Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan 

umum kepada masyarakat, dapat diberikan fleksibilitas dalam pola 
pengelolaan keuangan dengan sebutan Pola Pengelolaan Badan Layanan 
Umum (PPK-BLU) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (PPK-BLU). Peraturan Pemerintah ini memberikan fleksibilitas yang 
menerapkan praktek-prkatek bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah, 
sebagai pengecualian dari ketentuan umum pengelolaan keuangan Negara. 
Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan 
contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja (hasil) pada 

instansi pemerintah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah juga menyatakan bahwa perangkat daerah yang 
memiliki spesifikasi teknis di bidang pelayanan umum juga berpotensi 

untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(PPK-BLUD) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Peraturan Menteri 
Dalam Negeri ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan 
instansi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk penerapan PPK-BLUD di 
daerah, mengingat bahwa penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) atau unit kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD 
harus dilakukan dengan cermat, sehingga fleksibilitas yang diberikan 
benar-benar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. 

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ~ ;I 

BABI 
PENDAHULUAN 

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bombana 
N omor : j.,--' • 
Tanggal : ']Jr.u, '2015 
Tentang : Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengclolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK 
BLUD) 

' ... 



B. P:rosedur Penllaian 1 
Prosedur penilaian adalah sebagai berikut. ~' 

/ 

A. Tata Tertib Tim Penilai 
Tata tertib tim penilai adalah sebagai berikut. 
1. Semua anggota tim penilai wajib hadir dalam rapat penilaian 
2. A pabila anggota tim penilai berhalangan hadir, maka anggota tim 

penilai tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki 
kompetensi di bidangnya dan pendapatyang disampaikan pengganti 
tersebut dianggap pendapat dari tim penilai yang bersangkutan. 

3. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, namun jika 
tidak mencapai kata sepakat, maka keputusan diambil melalui 
pemungutan suarayang disetujui paling sedikit setengah darijumlah 
tim penilai yang hadir ditambah 1 (satu) suara. 

4. Anggota tim penilai atau pengganti yang ditunjuk, wajib 
menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian. 

BAB II 
TATA TERTIB DAN PROSEDUR PENILAIAN 

Daerah (PPK-BLUD) mensyaratkan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada 
SKPD yang telah memenuhi persyaratan substansif, teknis dan 
administratif dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk 
menerapkan PPK-BLUD. Penerapan-penerapan PPK-BLUD pada SKPD 
atau Unit Kerja pada SKPD tersebut dilaksanakan oleh Kepala Daerah 
setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh 
Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Tim Penilai tersebut mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai 
usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK 
BLUD yang hasil penilaiannya disampaikan kepada Kepala Daerah dalam 
bentuk rekomendasi. Sehubungan dengan tugas tim tersebut, maka untuk 
menjaga transparansi dan obyektifitas serta untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas tim, perlu suatu Pedoman Penilaian U sulan Penerapan 
Pola Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 
yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian. 

1 • 
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C. Tata Cara Penllaian 
Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah 
ditetapkan yang telah memuat keterangan sebagai berikut. 

a. Nomor urut 
Nomor urut adalah nomor urut dokumen administrasi yang akan 

dinilai. 
b. Dokumen administratlf yang dlnilai 

Dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen-dokumen 
prsyaratan administratif yang terdiri dari pernyataan kesanggupan 
meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, 
laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan 
keuangan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hasil penilaian 
audit terakhir atau pemyataan bersedia untuk diaudit. 

c. Nilai Bobot Dokumen 
Nilai Bobot Dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen 
administratif yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen 
dengan menggunakan CARL yaitu; 

• Capability (kemampuan untuk mencapainya) f 
• Acceptability (bias diterima) 

1. SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan 
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri 
dokumen persyaratan administratif. 

2. Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan 
kcpada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD dengan dilampiri 
dokumen persyaratan administratif. 

3. Kepala Daerah membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan 
keputusan Kepala Daerah yang melaksanakan proses penilaian. 

4. Pelaksanaan penilaian: 
a. Tim penilai meneliti substansi persyaratan administratif dengan 

mengacu pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan . 
b. Tim penilai dapat meminta penjelasan dari SKPD atau Unit Kerja 

yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD. 
c. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian. 
d. Tim penilai menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk 

rekomendasi kepada Kepala Daerah. 

• 



d. Indikator 
Indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya 
penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk 

pengambilan keputusan. 
e. Unsur yang dinllai 

Unsur yangh dinilai adalah unsure-unsur yang harus tercantum 
dan merupakan bagian dari dokumen yang dinilai. Selengkapnya 

tertera didalam format penilaian. 
r. Nilai per unsur (skala penllaian 0- 10) 

Nilai per unsur adalah suatu angka yang diberikan pada setiap 
unsur dari unsur yang dinilai. Nilai per unsur menggunakan skala 
dengan rentang angka antara O (nol) sampai dengan 10 (sepuluh). 

g. Bobot per unsur 
Bobot per unsur adalah bobotan terhadap unsur yang dinilai yang 
sudah ditentukan didalam pedoman berdasarkan CARL. 

h. Hasll penllaian per unsur 
Hasil penilaian per unsur adalah basil kali antara nilai per unsur 

dengan bobot per unsur. 
L N ilai akhir 

Nilai akhir adalah basil kali hasil penilaian per unsur dengan bobot 

dokumen. 

Format penilaian dan definisi operasionalnya terlampir. i f 

No Dokumen Persyaratan Administratif Bo bot 

1. Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja 5% 
2. Pola Tata Kelola 20% 
3. Rencana Strategi Bisnis 30% 
4. Laporan Keuangan Pokok Atau Prognosa/ Proyeksi 20% 
5. Standar Pelayanan Minimal 20% 
6 Laporan Audit Terakhir Atau Pernyataan Bersedia 5% 

Diaudit 
Total 100% 

• Reliability (dapat diandalkan) 

• Leverage (mengundang daya ungkit yang tinggi). 
Bo bot masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan 

se bagai berikut: 

• 
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E. Derita Acara Hasil Penilaian 
Berdasarkan basil akhir penilaian terhadap dokumen persyaratan 

administratif SKPD atau Unit erja yang akan menerapkan PPk-BLUD, 
Tim Penilai membuat Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani 
oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berita Acara Hasil 
Penilaian tersebut merupakan bahan pertimbangan/rekomendasi bagi 
Kcpala Daerah dalam memberikan keputusan penolakan atau 

persetujuan penerapan terhadap usulan yang disampaikan oleh Kepala 
SKPD atau Unit Kerja. 

Serita Acara Hasil Penilaian dilampiri dengan basil penilaian 
sesuai dengan format penilaian dan disertai dengan analisis/komentar/ 

.Jika salah satu dari enam persyaratan administratif tidak terpenuhi, 
maka permohonan penerapan PPK-BLUD ditolak dan dapat diajukan 
kembali, apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi. 
SKPD atau Unit Kerja yang diberi status BLUD-Bertahap diberikan 
fleksibilitas pada batas-batas tertentu yang berkaitan dengan jumlah 
dana yang dapat dikelola langsung, pengelola barang, pengelola 
piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur 
pengelolaan keuangan. Sedangkan fleksibilitas yang tidak diberikan 
kepada BLUD atau Unit Kerja yang diberi status BLUD-bertahap 

adalah: 
1. Pengelolaan piutang; 
2. Pengelolaan investasi; clan 
3. Pengadaan barang/jasa. 

Nol Hasil Penilaian Kriteria Status yang 
direkomendasikan 

- 1. 80-100 Memuaskan BLUD Penuh 
2. 60-79 Belum terpenuhi secara BLUD Bertahap 

memuaskan 
3. Kurang dari 60 Tidak memuaskan ditolak 

Kiteria: 

D. Kriteria Penilaian 
Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria penilaian sesuai 
format kriteria yang terdiri dari nomor urut, basil penilaian, kriteria, 
kesimpulan atau status yang di rekomendasikan. 

.. 



1ARAF KOORDINASI 

singkat atas masing-masing dokumen persyaratan administratif dan 
kesimpulan akhir yang diambil oleh Tim Penilai. 
Format berita acara terlampir. 

~- 

.. 



0 ....... 0 0 ....... 0 
....... 
0 

~ 
0 

en 
2 a 
'"I 

0 

i .... 
{ll 
$l) 
(JJ .... 

.. 



! ; • 

- 0 0 - 0 0 

.... 
0 

CB. 
r:I) 

~· 
0 

. ' 



-· 

,-·:·-·;. 
.·.:·-·, 

0\ 0 00 - 0 
~-? 

- 0 0 

~ 

t=: ~ a ~ it 
§ 
"O ~ 
~ ac ~ - 0 - $!) 

§ 
.......... l 

Et I 
~: c 
::i 

aQ 

§ 
~· 

e §I 
I 

t=: ~ I a g.. 
ii' 
~§ e. "Cj 

~g 
~~ 
0 - c' 0 ~=r 
~ §' 
~[ 
§~ 
~§ 
!! n. 
$ll § 

.. 



~· 
0 

0 ..... 
0 

~~ 
" - t-0 •, 'l:F 
L.~~---L-~-L-~-L---L--'--·~~-J 

Q. 

~ 
::.:: .... 
a> .... 

;p 

I g 
-e .... 
a> .... 

..... 
0 

. ' 



. 

p 
1. 

·:, 

0 - 0 0 - 0 °' CX> 0 

'--·---L-----'-----'--------''----..i...._---L-..----L--.l-..L----....i_----1 

- - - w t.J - 
..... g.'g ~ Q. ~ :::l 
0.. 

n, n, 
...... n, ~ 

Cl) ::, Cl) 

:,, 0 (JQ n, 
~ c!l. Ill Cl) § ~ .-+ $1) "O ~ 
0 ~ e. e. ~ e. ""! a § ~ 0. c; § 
~ § g: ~- E::: ~ (1) 

.:l. (JQ ~ • c, g 
PJ ~ n, ~ Cl) 

.!:!. a 
~ p. Ill .... 

~ - Cl) §- ~· ID .... §- n 'g en ::, 
n ~· ~ 

.... 
Cl) 

.!:! ..... a Cl1 
Jl) ,::0 r-t- 

a§ ~ ~ i § i s:: ::s 
~ - ~ ~ 

.. 



0 - 0 - 0 0 - 0 0 

..... - - - - 00 ~ O'I U1 ~ 

"'O "'O "'O 0 t "'\ ('D ('D a 0 :::s a [/) § ('> e- c" 0 c, ...... " c 
~ 

~ ~ §- "'\ ~ ~ 'U ::s § ('D 
(') (1Q 'O i!:I. - i)) c.... U1 a ~ r. 

~ ...... ~ f [/) 

~ § ~ a p) 
p) "'CS :::s C'l :::s 
::i a § C" 

~ 
...... ('D "d g. i!:I. ~ a 0 ~ e. (TQ :::s ~ ~ s § 

.. 



- 0 

--- ;,_ 

:: 
'" - ,._ 

.g 
(D 
"1 
SI) 
{IJ .... 
0 ::s e. 

01 

~ 0. 't:l 0. ~ $l) 6" ~ s:: a ~ 0 "C [IQ ~ ~as~ 0(b('J(b0 0. 0 ::s ('ti O '"g ~ s ~ s s s s s P> ~ a a- ::s ~ Q. s O O re. O'Q o (JQ ;;J rf er o o"C~~ 
;. § 5· § ~ 0. ~ ll) ~~ ~ "C O O ~ a § .-+ U1 ::s 0 5!1. IX) ~ ff § ~ § f1. 

"C ~ ~ "C 0. 
e .... §§ s e s (h § ...... • "1 

3 § ~ § ~ "C IX) e. er 8 ~ 
::s • ::s 
0. "C O 00 o ,:::: 0 f!!. 0 "1 

~o.P-e:,;" ~ fl) :,;" ,:::: ~ 0 0 e. "1 !l) 
(/) ~ ~ 0 ,:::: 0 ::s ~ 0 ::s ~ ::s "1 a~£ .... (1) '"1 8 ~ e. a •:,;" a § ~ § ~[~!-g § 0. -g [ § 0 § fr 0. ,:::: ~ ::s O ::s g::s§~s O'Q g ::s C1I § en ~ e. '8 (D 

er O'Q g "C Er O'Q r+ 0 ; "1 [~ § ~ § §. s ~ g-. er z a § t'"' Cll rJ) c "C g· P> ~ (}Q f!!. UJ ~ O O ['O ~ ~ SD ::s g .... ... "1 (I) 0. s ~ a [] ~ f ~ 0 0 :,;"o e. 0. "1 "1 e. e: a g ;, §. 0 ::s a ai [ O Cl) IX) 0. .... IX) 
::SOQ~ en o~ 0. :,;" (D 

op.C1J>t30 g. § ::0 0 (1Q "C O e?.. U1 5· ~ 
rJ'J .... s::: ll) ~ 0 ~a § '"I ~ 

r+ "C s· ~ F::. o. e C1I ~ 
~ ~ So P> • "1 § ,:::: er § 

~ O'Q 
(I) § ~ ~ "C Sil ::s [ 0 1 ~ .... 

..... ~ 
\0 O·•·- 

=.,,.-., 

~ 
·;,,._ 

~ - - 
0 

ir ..... 
2 ·i' 
0 O'l s d ::a 0 

~-- ~-·· 0) 
t:, ..... a 
t"' : 
i!: -·· 

; ;;,: 
- ,\·, 

' 

tv tv tv tv tv 
~ w tv ..... 0 

z t'"' :? ~ ~ 
0 ~ 0 ~ 

0 
"1 
IX) 0 ~ 

~ 
0 "1 0 (I) 

IX) § ~ ~ ~ 
0 a, Ch .... .... ... . 

w ::0 t;' z : (b 

~ 
"C "1 .... 0 Pl 

(/J 0 "1 o e [ § Pl .... 
~ 

0 s "C 
~ 

('ti 

§ "1 
Sil 

~ (IJ .... 
~ 

0 ::s e. 

• • • L 



...... 
0 0 ..... 

0 0 ..... 
0 0 ...... 

0 

.. 

0 
"O 

CD 

i .... 
0 ::s 
f!. 

·. 

t.J ····~ CJ1 0 

~ 
0 
'§ 
0 
en 
Ill .......... 

l 
0 
~ en .... 

. . . . 



0 - 0 0 
.... 
0 

[ 
e. 

0 

' .. 
~ , 

(..,.) (..,.) tv ~ .... 0 '° 0 

t1 ';? "zJ 
~ 0 

"O a a ll) a ~ GO 
0. .... '"1 
(") d ~ 

"O ~ ~. en 

I 
d 
~ 

I ~ 

l 
Q 
t:j - 

1 
~ - 

I E 



1~ ..»: 
w w w w w ::~ 
0\ en ~ w tv 0 

(J) ::r: ~ 
CJ) ::,::: 0. ::,::: ~ 

:;iJ 
Cl ~ ::;- a (1) 0 (1, 

er '1) <?9. ::s - ,; - ti> r+ OQ O § ct, 0 .... ~ ~§ < ..... - § ::s s:: ll) a i § a c sn ~- § CJ) i a 9: CD 0. d -· til r+ ~§ i § ,..... :z: Cl .... ::,::: ~- ~ ::s ~ Cl ::s SI) « c....... 0. fl) 
(1Q :::,-" 'd c.ii° tn § g 11> d ~- c 2:. 'd "·. i:: ::i ll) 0. ~ (1Q ;· ~ 
:,,;" ...... ,-1- 

~ § ~ 0 § 0. e:'d 0 
~ § g er o .... :z:· 

Ul ~ Cl - § ..., 
::!. ~ c:> (I) :::;" 

~ 
(1Q OQ 

O" -· I§ ~§ 0. t:, SU "1 e.. O'Q 0 ~§ ~- - s, (b § ~ § ~ 
§ - 01 :::;" r+ ::s CD E Cl 

I 5 tJj ~o C/J 
s:: § i:: o~ ::S SU e. 
§ 

·". 
"'C fl) ::r: ::,::: 0. ::,::: § 0. > « flJ ~ ~::,::: 0.0.9 ~~ 
"'C ('!) CJ (I) 0 0 O p. § 0 (1) 0 (1) §S:OP>Oo ~ CT' (/) 'd ::S SU gg ~ Sl) 

u, ::s - "1 -g CD ({9. ~ I ('!) ,_., 2:. aq er (1Q ~ .... .g § til i: ...... ~ § ff er e?. ~ 8" r+ « Pl < 
t-< s ni 

Pl § (I} a~ ~ e: ! § § c 5. O sn ~ § :;o [ O p. 0 ;t,· :::!... 0 ..... § SU O El .... ~ p. § [ ::s ~ C/J 'd « 0. 
r+ 0 ::s ii .... 0 P> § § tJ ct, rt 

"i § c, §. 5 aq aq § . 6 r+ ::s rt 
(1Q ~ ~« 0 i:: § § ! § 

!l> 0. O'Q 0. ..... 
« § fl) Pl :z: ~- c ~a ::s $Xl « Ill O 'tj .... 

i:: ::i § a § CJ) § g« i a. t:! o "'""· ID I'll . 
:,,;" rt ::s "1 e. ,-+ ·- § ~ p. 0 CfJ i:;- aq p. ~ ,-1-(1Q§p. 0 SI) ::s g Sl) C......, ~ OQ ~~ 

s:: a .... 
s:: ~ r+ CJ) s !!. ~ . p. § "d' 0. ttJ' ::, :::,-" § "'C t, (5. ~ 'd .... Cl) sn a f€ o o, .- ..... 

(7Q ~ ......... r.o C'O CT' ~ ~ oa,::S~ ~ s:: "1 ..... 0 
:,:;"O § « §= w. § ~ ::i. ll) t!!. ::s ,!'. (1Q § ;- S::er§§ : Cl} 13 (b 0. § .... {ti r+ § ;,.;- ..... 

r+ ::s ~ «E. ~ ~ 0 0 :::,-" § (1Q :,:;" .... § ! ~ Ill ::s OJ O UI Jn (l § § ~ s ~ :z: 
('i) '"O e: ~- p.. CJ) - qs, 

(7Q !!· i:: er ··~ "1 ~ f/J r+ a. g. ~ § Sl) § ~ ID 0. t g § a § ~~ a p. §. rn (1Q 

-o e. Pl §§ n e. ~ C/J - ... 
1-j .... >-3 > p. o-3 0. > « ~ « ~ 1-j > > 1-j ';a ~ 'd ::,::: ,,,, .... 0. .... 0. ell .... g 0. § (b § g .... 0. 0. .... 

~ (I) o n p. 0. ::s p. 0. a. 
~ 

CJ 
~ 

sn sn (1Q e. 
~ 

p.) s:o 
~ 

0 'B. ~ CG. (1Q ~ § (1Q .... 
::r: g [ Cl) 0 R° :,:;" ~ g sn sn 

> ni ll) § sn er 'd er 'd sn (I) ';a § l[ 0 (1) (1) (1) "1 '"I 
0. (/) p.. g- :;o p.. :;o er :::!... - :::!... .... 0. § § 0 
~ :::..: sn (l SI) (l i:: 

~~ !j sn - a. § g" 0 
~ 

ct. ::c >- r+ 

g 
::s :::," ::s ::s s i i ~ 

~ 
c § "' ~ 

CD (IQ § p,. ~ ~ 0.. ~ er ~ § . § "1 0. rJ) ...... p,. i § ~ § ~ i p,, ll) ~ i=..: ...... Sll Sll ,:: Sll « p. 
~ i a 1IJ ::s >ti 

~ § w. § ~- ~ ~ 
~ 

§ ~ ~ .... OQ 'd ;;: ~ 0. ~ C/.1 § ~ (1Q 
Clo 

~ 
Ill ...... 0 P.! i e. * ..... ..... $l) .... i p.. - '[ ..... ....... r+ i §. i:: S' (/) « (JJ ~ e. 0 ~ e: 

Clo § p.. $l) (/) ...... ~ a. 
SJ> 0 0. .§ a. 

~ § (7Q § UI f/J a. a ~"1 g. 
I 0 i:: 0 t :z: ~ a Jj ..... ....... 

~ 'd '--· ~- [~ l ~ ;- (IQ ...... ct, ,; 1·-· 
I e. § i ii," ~ p.. t'f . 
I Ill ~ u, gg ~ Clo Cl.I § s» Sll 

==' 
(l 0 "d r+ 

0 ::, CfJ 0. .... 

I 
~ § ~ rn ..... ...... 

~ 
OQ 

~ 
:J. § § 1::t ..... 

§ ~ § ~ § ::a p. 0. 
"1 0 ;- 0. ~ ~ l:i ~ Ill rn ....... e. 

' 
~ 

'd :,;" >; "i CfJ ~ 0 
"'C § 0 e. 
~ ~ ..... 

0 rn ...... I• ct . ..... 
C/.1 C/.1 

~~ 

·-·i 

0 ..... 0 - 0 - 0 - 0 O'I - 0 - 0 0\ 
\ ~'~·: ~' 

0 0 0 0 0 0 

I 

• 



.:'.: 

.. : 

.· 

.: 

. 

< 

.-• 

o- 0 - 0 

•• r, 

0 

·- ~· • ' 
I 

Cu 

""' C" 

C/J Xtl 
~ 

(1) .... 

j·§ 0 e:~ :,;" ..... 
~§ g.OQ s.§ .... 
0 0 0 <i' 
lJ" ~ 
C/J g: ('l) a 'tj 
ll) ~ 
~ C/J 
~ ~ 

e 
x 0 
0 ..._ 

'tj c:: 
~ s . ...... 


